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Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung memiliki konsekuens adanya dua pihak yang
terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu penjual sekaligus menjadi pemungut pajak, sedangkan pembeli
adalah pembayar pgjak. Jika pembeli tadi masih dalam mata rantai maka suatu saat akan bertindak sebagai
penjual (pemungut pajak) demikian terus mekanisme berlaku sampal penaggung pajak yang sesungguhnya
adalah konsumen akhir. Ada pengecualian yang dilakukan dengan penunjukkan bendaharawan pemerintah
sebagal pemungut PPN. Dalam mekanisme yang lazim, maka penjua adalah pihak pemungut PPN, namun
jikayang menjadi pembeli atau pengguna jasa adalah pemerintah, maka bendaharawan pemerintah yang
memungut PPN. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin masuknya Pgjak ke kas negara dengan
lebih lancar.

M ekanisme pengkreditan Pajak Masukan PPN menghendaki adanya bukti yang akurat tentang pemungutan
pajak. Alat bukti adanyatransaks yang harus dipungut PPN adalah Faktur Pajak. Padatransaksi kepada
bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, faktur pajak harus dibuat paling lambat pada saat
dibuatnya tagihan/invoice. Dalam praktiknya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan/proyek dengan
pemerintah, baik yang pembiayaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri maupun dari APBN murni, pada
saat melakukan penagihan kepada bendaharawan selalu membuat commercial invoice dan membuat faktur
pajak dengan mengosongkan atau tidak mencantumkan tanggal faktur pajak, karena nanti akan diberikan
tanggal pada saat tagihan tersebut dicairkan. Sementara tenggang waktu antara penagihan dengan pencairan
tagihan biasanya memakan waktu yang cukup lama.

Masalah dalam penelitian ini yaitu apa latar belakang dikeluarkannya tata cara pembuatan faktur pajak?
Bagaimanakah Implikas dikeluarkannya ketentuan mengenai faktur pagjak? Bagaimanakah cara
mengantisipasi permasal ahan pel aksanaan kewajiban PPN berkaitan dengan transaksi yang melibatkan
bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Alternatif-alternatif kebijakan yang bagaimanakah yang
dapat menjadi solusi terbaik dari masalah saat pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak rekanan
yang menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Metode penelitian
yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang dikel uarkannya ketentuan tersebut adalah sebagai
peraturan pelaksana dari UU PPN, memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan sistem faktur pajak, dan
menjadi sarana pengawasan faktur pajak. Implikasi berlakunya ketentuan atas pembuatan faktur pajak justru
menyulitkan bagi PKP rekanan. Di lain pihak bagi DJP memerlukan tambahan pengawasan dalam

pel aksanaan kewajiban PKP. Saran yang diberikan adalah penunjukkanbendaharawan dan KPPN sebagai
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pemungut PPN sebaiknya dihilangkan sgja karena tidak sesuai dengan konsep dan karakter PPN.

<hr>

Value Added Tax as an Indirect tax gives an impact on the involvement of two partiesin levying tax,

namely the seller asthe tax levier, and the buyer as the tax payer. If the buyer is part of the chain, it will be
the seller (tax levier) later on and it continues until it comes to the last consumer as the tax payer. Thereisan
exception done concerning the appointment of The Government Treasurer asthe levier of VAT. Inregular
mechanism, the seller is the one who levies the tax, but if the buyer or the service user is government, then
the tax will be levied by the Government Treasurer. Such exception is aimed to guarantee that the tax goes
to the Government Treasury more smoothly.

Mechanism of crediting VAT input tax requires accurate evidence concerning tax levies. The evidence of
the existence of atransaction in which tax must be levied is tax invoice. At transaction to Government
Treasurer as VAT levier, tax invoice is made at the latest on the same date as the date of the invoice. In
practice, tax payers who carry out projects with government and financed by loan, donation from other
countries or merely by The National Budget always make commercial invoice and tax invoice by not putting
the date of the tax invoice or by leaving it blank when they hand over the claim to the treasurer.

The problemsin this research are: What is the background of the issue of tax invoice regulation? What is the
implication of tax invoice regulation towards the implementation of VAT which involves the Treasurer as
tax levier for tax payers aswell astax officers? How to anticipate the problemsin implementing VAT which
involves the Treasurer as VAT levier? What policy can be used as the best solution of the problem caused
by the Treasurer as VAT levier? The research method used is descriptive method with both qualitative and
guantitative approaches. Data collection is done by interview and library research.

The result of the analysis shows that the background of the issue of tax invoice regulation includes some
aspects, namely: to play the role as the rules of implementation of VAT Law, to assure law certainty, to
optimize tax invoice system, and to be an instrument to monitor tax invoice. The implication of tax invoice
regulation making is difficult for taxable entrepreneur. The other hand, Directorate General of Tax must do
extramonitoring in doing the obligation of taxable entrepreneur.lt is suggested that the appointment of the
Treasurer and KPPN as VAT levier be eliminated since it does not go with the concept and the
characteristics of VAT.



